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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut apa yang ada dalam inti
persoalan Skripsi ini, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memaknai
judul yang dibawakan dalam proposal ini, maka akan nampak lebih baik
apabila terlebih dahulu dijelaskan apa makna dan tujuan dari judul yang
berkaitan, dalam menerangkan maksud daripada judul ini, peneliti akan
menggunakan beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan judul
tersebut, hal ini merupakan proses menerangkan agar judul proposal ini
mudah dicerna dan dapat diterima sebagaimana mestinya untuk berlanjut
ke tahap selanjutnya.

Adapun judul dari Skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Jasa Sewa Menyewa Handphone Di Lembaga
Pemasyarakatan”. Untuk itu akan peneliti jelaskan terlebih dahulu apa
maksud dan tujuan dari judul ini, setelah itu akan peneliti paparkan
pengertian dari istilah-istilah yang bersangkutan.

Sebagai warga negara yang merdeka dan berdaulat, sebenarnya
tidak ada salahnya seseorang membawa suatu barang yang telah sah secara
hukum menjadi miliknya sendiri, bahkan pihak manapun tidak akan
melarang asalkan barang tersebut tidak berbahaya bagi orang lain atau
tidak untuk tujuan membahayakan orang lain. Misal seseorang membeli
pisau, maka ia bebas membawa barang tersebut. Dengan kata lain tidak

digunakan untuk hal yang dapat membahayakan orang lain.



Yang menjadi permasalahan bagi penulis dalam membawakan
tema ini adalah karena adanya sebuah aturan yang melarang bagi
narapidana untuk membawa alat komunikasi didalam lembaga
pemasyarakatan meskipun alat komunikasi yang dibawa oleh narapidana
adalah sah hak miliknya, atau tidak diperbolehkan melakukan transaksi
jual beli baik secara elektronik maupun secara cash. Meskipun pada
dasarnya baik secara islam maupun secara hukum, jual beli adalah boleh
dilaksanakan. Dilarangnya hal tersebut menjadi fokus permasalahan yang
menarik bagi penulis untuk dikaji lebih dalam.

Agar tidak salah memahami maksud dari penulisan karya ilmiah
ini, sekaligus penulis ingim menjelaskan makna-makna dalam judul
Implementasi Undang-Undang Dasar Tentang Larangan Membawa Alat
Elektronik Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam
Perspektif Hukum Islam, penulis akan menjelaskan pengertian tersebut
dalam bentuk istilah-istilah sehingga lebih mudah untuk dipahami.

Secara istilah maksud dari judul tersebut ialah:

Tinjauan, merupakan hasil dari cek ulang, atau pemahaman
mendalam®; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan
sebagainya).

Hukum Islam, merupakan suatu hukum yang berjalan sesuai

dengan kaidah-kaidah agidah Islam,? menurut ulama Ushul Figh adalah

'Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama, 2008 ), h. 1470.
? Zainuddin Ali, Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Penerbit
Sinar Grafika, 2008), h. 17



seperangkat ketentuan berlandaskan wahyu Allah SWT dan sunnah rasul
tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini
masyarakat untuk semua hal bagi beragama Islam.®> Yang mengatur
manusia didalam berprilaku di lingkungan masyarakat, hukum Islam
berpatokan kepada Al-Quran dan as-Sunah, serta [jma’ dan Qiyas. Hukum
Islam menyangkut segala lini yang berkaitan dengan kehidupan manusia,
baik dalam persoalan ekonomi, sosial, politik, maupun dalam hal privasi

sekalipun seperti hanya makan, minum, tidur, serta berhubungan seksual.

Jasa, adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi
orang lain, bagi Negara, dsb. yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan

kemauannya dan tanpa paksaan.

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada
pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang
disanggupi oleh pihak yang bersangkutan, perihal ini diatur dalam Pasal

1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.’

Menggunakan Handphone, telah diatur dalam Peraturan Mentri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun
2013, tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Negara. Larangan menggunakan alat elektronik berupa Handphone diatur

*Amir Syarifuddin, Ushul Figh (Jakarta: PT. Logos Wacana llmu, 1997), Cet-1, h.5.

* Pengertian Sewa-Menyewa, (On-Line), Tersedia di:https://www.google. com/search
?g=sewat+menyewa&og=sewa+menyewa&ags=chrome..69i57j015.3743j0j8&sourceid=chrome&ie
=UTF-8




dalam BAB I, Pasal 4, huruf J tentang ketentuan umum.® Hal tersebut
diatur juga dalam Undang-Undang dasar atau sering disingkat menjadi
UUD merupakan sebuah naskah yang berisi tulisan yang dijadikan sebagai
naskah dasar dan fundamental yang sarat dengan sebuah aturan dalam
bernegara dan berbangsa di Indonesia, UUD 1945 disahkan sebagai

undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.°

Handphone sendiri merupakan Alat Elektronik yang berarti alat
yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip elektronika, prinsip elektronika
sendiri merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang
dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel
bermuatan listrik dalam suatu alat seperti handphone, komputer, TV, AC,

Kulkas, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya.’

Lembaga Pemasyarakatan  merupakan tempat  untuk
melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
(Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).
Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan

istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana

> Permenkumham No 6 Th 2013, Nomor Surat 356, 2013, Tentang Tata Tertib Lembaga
Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, (On-line), Tersedia di: http//www.ngada.org &
Hukumonline. com

® Jimly Asshiddigie. "Konsolidasi Naskah UUD 1945. (Jakarta: Yarsif Watampone,
2003), lihat juga di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (On-line) tersedia di:
https:// id. Wikipedia. Org.

’ Pengertian Elektronik, (On-line) Tersedia di: https:/ id. Wikipedia. Org. Lihat juga di:
https:// talangberangin. Wordpress. Com.


http://id.wikipedia.org/wiki/Penjara
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit_Pelaksana_Teknis&action=edit&redlink=1

Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).?

Narapidana ialah seorang terpidana yang menjalani hukuman dan
hilang kemerdekaanya didalam lembaga pemasyarakatan, meskipun
seorang terpidana kehilangan kemerdekaanya, terpidana tetap memiliki
hak-hak yang dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia,’
sedangkan pengertian terpidana sendiri adalah seseorang yang dipidana
atau mendapatkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap yang mendakwa kesalahan seseorang

atas tindak kejahatan yang dilakukanya.™

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995,
tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah
terpidanayang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga
Pemasyarakatan,’* menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor

12Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang

8 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: Refika
Aditamma, 2006), h. 87.

® Wahdanigsi, 2015. Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan
Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas 11B Kabupaten Sinjai. Hasil Penelitian Mahasiswa
Universitas Hasanuddin. Makasar.

' Nazirwan, Model Implementasi Bimbingan Rohani Islam UKM Rumah Da’i Dalam
Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bandar Lampung, Thesis,
(Bimbingan Konseling Islam Universitas Raden Intan Lampung, 2018) h. 5

" Dahlan, M.Y. Al-Barry, Kamus Induk Istilah lImiah Seri Intelectual. (Surabaya: target
Press, 2003), h. 53.


http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit_Pelaksana_Teknis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pemasyarakatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Indonesia

dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap."

Dari judul tersebut dapat kita cermati bahwa dalam Peraturan
Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 6
Tahun 2013, tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah
Tahanan Negara. Larangan menggunakan alat elektronik berupa
handphone diatur dalam BAB I, Pasal 4, huruf J tentang ketentuan umum.
terdapat larangan bagi siapa saja membawa peralatan elektronik berupa
handphone, komputer, TV, AC, Kulkas, dan lain sebagainya. Dikarenakan
akan mengganggu atau alat tersebut digunakan dalam urusan tidak
sebagaimana mestinya, hal ini dilakukan sebagai pembatasan hak bagi

tahanan yang sedang dalam masa hukuman.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam hal sewa
menyewa yang diperbolehkan dalam hukum Islam ada beberapa larangan
sewa menyewa yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, maka dari
itu untuk lebih lanjut kita akan mengenalisis hal tersebut.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan peneliti dalam memilih judul proposal skrisi ini

adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

12 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. https://kbbi.web.id. Diakses pada 22
Desember 2017.



a. Dalam permasalahan memiliki atau membawa barang yang dilarang
didalam lembaga pemasyarakan terdapat banyak problem yang
masih sangat jarang orang lain mengangkat tema tersebut.

b. Alat elektronik(Hp) saat ini merupakan alat yang dapat dikatakan
sudah menjadi kebutuhan dan setiap orang memilikinya, maka dari
itu hal ini kemudian dapat dianggap menarik untuk diamati, serta
cocok dan mendukung untuk menambah wawasan keilmuan
bersangkutan di kemudian hari.

2. Alasan Subjektif

a. Kesesuaian bidang yang diteliti dengan wawasan keilmuan yang
ditekuni peneliti.

b. Keberadaan lokasi penelitian yang tidak begitu jauh, sehingga
mudah dijangkau.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi.
Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat.
Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah
terjadinya komunikas. Komunikasi sangat beragam macamnya, dapat
berupa pembicaraan face to face( langsung) dapat pula melalui telephon
atau alat lainya, dapat pula melalui kode. Dengan cara berkomunikasi
manusia bisa melakukan berbagai hal dalam hidup, seperti hanya ketika
dipasar, komunikasi dijadikan sebagai cara interaksi dalam tawar menawar

barang antara penjual dan pembeli, yang dengannya mereka mampu



mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur
permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan
transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan
terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini
menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal* dan

komprehensif.*

Namun ada sebuah kasus yang semestinya memang sudah dilarang
dan tidak diperbolehkan yakni membawa alat komunikasi elektronik
didalam lembaga pemasyarakatan. Meski hal ini telah mendapat kecaman
oleh Dirjen pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami. Yang dimana hal ini
dianggap sebagai suatu yang melanggar hukum, namun kendatipun telah
dilarang hal ini masih sangat kerap terjadi di berbagai lembaga
pemasyarakatan di Indonesia, sebab seharusnya seseorang yang dalam
masa hukuman tidak boleh dimerdekakan haknya dalam permasalahan
berkomunikasi dengan pihak luar menggunakan alat elektronik, bahkan
melakukan transaksi jual beli elektronik seperti halnya menjual pulsa, dan
jualan online, dalam hukum Negara kegiatan ini jelas ilegal dan dilarang,*
namun bagaimana jika hal ini dilihat dari kacamata Islam, apakah

tindakan semacam ini hukumnya boleh atau haram. Maka dengan dasar

h. 25

B Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2013),

" Muhamad Abduh Tausikal, Jual Beli Dan Syarat-Syaratnya, Tersedia Di :

https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html

' Dirjen Pas Janji Tak Akan Ada Lagi Jual Beli Di Lapas, Tersedia Di: https://www.
Detik. Com> Berita Dirjen>Pas


https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html
https://www/

itulah peneliti ingin mengupas lebih jah dan lebih gamblang mengenai

persoalan ini.

Pelanggaran melakukan tindakan yang dilarang oleh lembaga
pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2013, tentang Tata Tertib
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Larangan
menggunakan alat elektronik berupa handphone diatur dalam BAB 1, Pasal
4, huruf J tentang ketentuan umum.*® Adapun bunyi pasal 4 huruf j adalah:
“Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang: memiliki, membawa dan/atau
menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat
perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.”

Dengan pengaturan di atas, jelas bahwa setiap Narapidana tidak
diperkenankan untuk memiliki, membawa, dan menggunakan telepon
genggang (handphone). Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap
setiap Narapidana yang diketahui memiliki, membawa, dan/atau
menggunakan handphone diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f
Permenkumham 6/2013 yang selengkapnya berbunyi demikian:

Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat
berat jika melakukan pelanggaran:

f.  memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat
elektronik....”

Adapun Hukuman Disiplin tingkat berat yang dimaksud di atas

diuraikan dalam Pasal 9 ayat (4) Permenkumham 6/2013 sebagai berikut:

'® permenkumham No 6 Th 2013, Nomor Surat 356, 2013, Tentang Tata Tertib Lembaga

Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, Tersedia di: http//www.ngada.org & Hukumonline.

com
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Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:

a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat
diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hart;

b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti
bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat

dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Jika ada masyarakat sipil yang melihat Narapidana yang
menggunakan handphone di dalam lembaga pemasyarakatan, mereka
dapat membuat laporan yang ditujukan kepada Kepala Lembaga
Pemasyarakatan (“KALAPAS”). Selanjutnya Kalapas akan memulai
penyelidikan atas dugaan pelanggaran tersebut. Apabila laporan tersebut
terbukti maka Narapidana yang bersangkutan akan dijatuhi hukuman
disiplin tingkat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4)

Permenkumham 6/2013 di atas.*’

Jika elektronik digunakan sebagai alat jual beli maka akan ada
penambahan peraturan bagi yang melakukanya. Hal tersebut diperkuat
dengan Pasal 4 Permenkumhan 6/2013 huruf A, bahwa narapidana
dilarang mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana lain maupun

dengan petugas lembaga pemasyarakatan.®

" Jika Narapidana Menggunakan Handphone Di Lapas, tersedia di: https://www.
Hukumonline. Com.

® Ketentuan Hukum Dan Larangan Bagi Narapidana, Tersedia Di: http//www.
Hukumonline.com
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Selain dari pasal 4 huruf A diatas, Orang yang melakukan akad
jual-beli itu adalah orang yang berwenang (berhak) melakukannya
menurut syariat Islam. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
rahimahullah menjelaskan bahwa seseorang disebut berwenang jika dia
memiliki empat sifat yaitu merdeka, baligh, berakal sehat dan rasyid.*
Berdasarkan ini, maka akad yang dilakukan oleh orang yang tidak

memenuhi Kriteria ini dinyatakan tidak sah.

Memahami kasus semacam ini seharusnya seluruh jajaran yang
terkait dalam lembaga pemasyarakatan mengambil tindakan tegas, agar
lembaga pemasyarakatan benar benar disebut sebagai lembaga penegak
hukum, namun terlepas dari itu seharusnya pemerintah memberikan
perhatian besar terhadap narapidana yang tetap melakukan tindakan ilegal
seperti halnya menggunakan alat elektronik, pungli dan jual beli pulsa

didalam lembaga pemasyarakatan.?

Meski dalam tindakanya pemerintah secara tegas telah melarang
segala yang berkaitan dengan pembawaan alat elektronik di dalam
lembaga pemasyarakatan, namun para narapidana tak jera dengan
peringatan dan teguran para petugas, sebab pada sisi lain narapidana juga
merupakan manusia biasa yang tetap membutuhkan hiburan dengan

bermain gadged seperti manusia sekarang pada umumnya. Dengn kondisi

1% Jual Beli Yang Diharamkan, Tersedia di: https://almanhaj.or.id/3477-jual-beli-
yang-diharamkan.html

*° Ejournal. Balitbangham, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019, Lembaga Pemasyarakatan
Sebagai Bagian Dari Penegak Hukum, h. 86



https://almanhaj.or.id/3477-jual-beli-yang-diharamkan.html
https://almanhaj.or.id/3477-jual-beli-yang-diharamkan.html
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ini bagaimana hukum Islam menempatkan dirinya secara adil, apakah
Hukum membawa alat elektronik milik sendiri semacam ini dalam konsep
Islam diperbolehkan atas nama manusia yang ingin mendapatkan apa yang
seharusnya patut di dapatkannya karena sudah sah menjadi milik, atau
hukum Islam akan ikut mengecam dan mengharamkanya, karena tindakan
membawa handphone, komputer, TV, AC, Kulkas, dan lain sebagainya
dilarang oleh negara, dan diatur dalam Peraturan Mentri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2013, tentang Tata
Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Adapun
sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap setiap Narapidana yang diketahui
memiliki, membawa, dan/atau menggunakan handphone diatur dalam
Pasal 10 ayat (3) huruf f Permenkumham 6/2013 yang selengkapnya
berbunyi demikian:

Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat

berat jika melakukan pelanggaran:

memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat

elektronik....”.

Dalam prakteknya, didalam lapas sering kita temui narapidana
melakukan sebuah transaksi berupa mentewakan HP kepada temannya
untuk berhubungan dengan pihak luar, setelah melakukan komunikasi

dengan pihak luar yang dituju, ia memberikan upah atau jasa kepada

*!Shobirin, Journal Stain Kudus, Volume 3, Nomor 2, 2015. Jual Beli Dalam Pandangan
Islam, h. 240
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pemilik HP sebagai ganti atas upah jasa yang sudah digunakannya, hal
tersebut sering terlihat di Lembaga Pemasyarakatan meskipun dalam

peraturannya tidak diperbolehkan.

D. Fokus Penelitian

Peneliti menetapkan fokus penelitian, yaitu tepatnya di lembaga
pemasyarakatan Way Huwi, Bandar Lampung. Penelitian ini difokuskan
untuk mengetahui apakah dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, masih
terdapat tahanan atau narapidana yang membawa alat komunikasi
elektronik dan dapat melakukan transaksi jual beli secara online atau sewa
menyewa alat elektronik di dalam lembaga pemasyarakatan masih
dilakukan, dan bagaimana sikap petugas menyikapi kejadian tersebut, serta

peneliti mencari tau apa hukum jual beli tersebut menurut Islam.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, fokus
persoalan yang akan ditemukan jawabanya dalam penelitian ini dirumuskan

sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sewa menyewa handphone di dalam lembaga
pemasyarakatan?
2. Bagaimana Hukum sewa menyewa handphone di dalam lembaga

pemasyarakatan dalam hukum Islam?

F. Tujuan Penelitian
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakanya penelitian

ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Praktek sewa-menyewa terhadap alat elektronik
didalam lembaga pemasyarakatan.

2. Untuk mengetahui Hukum didalam Praktek sewa menyewa Handphon
dalam pandangan Hukum Islam.

G. Signifikasi Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah

tercapainya hasil keilmuan yang dapat dipakai di kemudian hari secara
berkesinambungan, serta keinginan penulis memperjelas suatu hukum
Islam dari membawa dan memanfaatkan alat elektronik seseorang yang
keadaanya dalam masa tahanan dan dalam artian tidak merdeka, yang
selama ini belum peneliti ketahui apa hukum dari kegiatan tersebut. Dalam
segi ilmu praktis, setelah peneliti mengetahui hasil dari apa yang
diharapkan oleh peneliti, pengetahuan tersebut dapat peneliti sampaikan ke

rekan-rekan maupun saudara dari peneliti sendiri.

H. Metode Penelitian
Metode penelitain terdiri dari:
(1) Pendekatam dan Prosedur Penelitian
a. Pendekatan Deskriptif
pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana landasan

hukum Islam yang menangani permasalahan membawa dan memanfaatkan
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alat elektronik yang masih membingungkan hukumnya, sehingga terbuka
kemungkinan relevansi terhadap problematika umat Islam di era
kontemporer, khususnya di Indonesia.?

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosilogis adalah pendekatan yang digunakan di dalam
menelaah masyarakat, akan banyak berhubungan dengan kelompok-

kelompok sosial, meneliti kehidupan kelompok tersebut secara ilmiah.?

Pendekatan sosiologi mengkaji fenomena-fenomena keagamaan
yang berakumulasi pada perilaku manusia dalam kaitannya dengan prosesi
membawa dan memanfaatkan alat elektronik didalam lembaga
pemasyarakatan, pendekatan ini akan mencakup persoalan tentang,
darimana ia mendapatkan alat elektronik yang mereka gunakan dan
mereka gunakan untuk apa alat tersebut, untuk itu metode ini dianggap

tepat.?*

Peneliti menggunakan pendekatan ini karena penelitian ini
menekankan terkait pola hubungan, interaksi, dan komunikasi, antar
peneliti dan narapidana, guna memudahkan peneliti berkomunikasi karena
peneliti  memiliki tujuan memberikan akumulasi pertanyaan dalam

wawancara terhadap para narapidana.

?2 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit PSI, UGM,
1980), h. 41

 Soehartono Irawan, Metodologi Penelitian Sosial,(Bandung: Remaja Rosadakarya,
1995), h.95.

* Ibid., h.3.
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c. Prosedur penelitian

Bila di lihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian
lapangan field research. Dinamakan studi lapangan karena tempat
penelitian ini dilapangan kehidupan, dalam arti bukan diperpustakaan atau
di laboratorium. Seperti yang dijelaskan oleh M. Igbal Hasan dalam
bukunya pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya
bahwa penelitian lapangan pada hakikatnya yaitu penelitian yang langsung

dilakukan dilapangan atau pada responden.®

(2) Desain Penelitian
Melihat dari prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan

permasalahnya yang ada secara langsung, dengan demikian desain dalam
penelitian ini berupa wawancara antara peneliti dan Key Informan tentang
berbagai hal yang berhubungan pada permasalahan yang akan dibahas
secara sistematis dan mendalam. Hal ini peneliti lakukan pada lembaga
pemasyarakatan Way Huwi, Bandar Lampung. Sehingga peneliti bisa
mendapatkan berita secara akurat sesuai dengan fakta yang terjadi
ditengah lembaga pemasyarakatan tersebut.
3 Partisipan dan Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini partisipan masuk kedalam Populasi dan Sampel,
sebagaimana partisipan yang dimaksud adalah objek penelitian dari

penelitian ini.

2 M. Igbal Hasan, Pokok-Pokok Mataeri Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.
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a. Populasi

Menurut Sutrisno Hadi Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.
Semua individu dan untuk setiap kenyataan yang diperoleh dari sampel
hendaknya digeneralisasikan.?® Populasi dalam penelitian ini adalah
jumlah narapidana yang kiranya pernah melakukan kegiatan jual beli
didalam lembaga pemasyarakatan. Dalam kasus ini, keseluruhan atau
populasi yang ada didalam lembaga pemasyarakatan Way Huwi antaranya
ada sekitar 372 orang. Namun bagi narapidana yang melakukan jual beli
atau mempergunakan alat komunikasi yang sebagaimana dimaksudkan
jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti, hanya perkiraan sekitar 30-

50 orang.
b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.?’
Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk meneliti
keseluruhan tentu tidak mungkin, karena itu untuk sampelnya dengan
menggunakan wawancara kepada seseorang yang pernah atau sedang
didalam lembaga pemasyarakatan serta pernah berjualan atau pernah
melakukan pembelian barang kepada sang penjual barang secara
elektronik. Adapun yang dijadikan sebagai sample adalah narapidana atau
siapa saja yang dipandang ada sangkut pautnya dengan masalah yang

diteliti, bisa jadi masyarakat sekitar yang pernah terkait dengan

26 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: UGM, 1985), h. 70.
?’Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), him. 117.
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permasalahan yang berkaitan, untuk jumlah daripada sempel yang kami
ambil untuk wawancara terkait permasalahan ini, kami gunakan 10
narapidana sebagai sempel, yang dari jumlah tersebut kami ambil
narappidana secara acak sebgai informan, apakah mereka pernah

melakukan kegiatan yang kami maksudkan.

Ciri-ciri sampel antara lain:

1. Berada di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.

2. Sudah terhitung lama berada di lembaga pemasyarakatan, sehingga
mengetahui dengan detail kegiatan sehari-hari dalam lembaga
pemasyarakatan.

3. Merupakan bagian dari narapidana yang ditahan di lembaga
pemasyarakatan tersebut.

4. Dapat dimintai keterangan dengan jelas mengenai situasi dan
kondisi lembaga pemasyarakatan, dan tidak membingungkan.

c. Responden
Responden yang peneliti ambil yakni bisa dari pihak penjaga(sipir)
lembaga pemasyarakatan Way Huwi, serta narapidana yang berada
didalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

(4) Prosedur Pengumpulan Data
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Prosedur pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama
dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian tidak
akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.”®
a. Observasi

Observasi adalah sebuah metode pengumpulan data dengan cara
melakukan pengamatan langsung dilapangan secara murni terhadap subjek
yang diselidiki.*®

Peniliti akan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap
fenomena-fenomena ataupun kejadian-kejadian yang terkait dengan
kegiatan yang terkait membawa dan memanfaatkan alat elektronik dalam
lembaga pemasyarakatan, yakni kegiatan yang berlangsung di dalam
lembaga pemasyarakatan Way Huwi.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya
jawab dan bertatap muka langsung secara sepihak antara dua orang untuk
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab yang dilakukan secara
sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian tersebut.*® Teknik
wawancara menggunakan wawancara bebas terpimpin. Peneliti akan
mewawancarai Narapidana, petugas dan siapa saja warga sekitar lapas

yang pernah terkait atau sekedar pernah mengetahui kegiatan membawa

%8 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, (Bandung:
Alfabeta, 2018), h. 308.

2% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penilitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 117.

% Harun Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 114.
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dan memanfaatkan alat elektronik dalam lembaga pemasyarakatan
berlangsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menghimpun sumber-sumber penelitian yang
didapat berupa data-data tertulis kemudian dikelompokkan menjadi dua
yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Ini digunakan untuk
melengkapi data yang telah diperoleh dari hasil wawancara mengenai
apakah proses jual beli dalam lembaga pemasyarakatan sampai sekarang

masih berjalan.
(5) Prosedur Analisis Data

Analisa data berasal dari gabungan dari dua buah kata yaitu “analisis” dan
“data”. Analisis merupakan evaluasi dari sebuah situasi dari sebuah
permasalahan yang dibahas, termasuk didalamnya peninjauan dari berbagai
aspek dan sudut pandang, sehingga tidak jarang ditemui permasalah besar
dapat dibagi menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat diteliti dan
ditangani lebih mudah, sedangkan data adalah fakta atau bagian dari fakta
yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol,
gambar-gambar, kata-kata, angka-angka atau huruf-huruf yang menunjukkan

suatu ide, obyek, kondisi atau situasi dan lain-lain.*

Analisis data adalah mencari dan menata secara sistematis catatan hasil

dari dokumentasi dan wawancara untuk dijadikan sebagai bentuk peningkatan

31 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penilitian, h. 119
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pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai
penelitian kepada orang lain tentang kasus yang bersangkutan dengan proses
membawa dan memanfaatkan alat elektronik didalam lembaga

pemasyarakatan.

(6) Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam keabsahan penelitian ini penulis menggunakan strategi
partisipan, seperti yang telah dijelaskan diatas, sebab penelitian ini
berbentuk penelitian lapangan yang membutuhkan sumber data dengan
data wawancara, dan data tersebut dapat diperoleh dari narasumber setelah
peneliti ikut berpartisipasi langsung didalam kegiatan masyarakat yang
tengah diteliti. Adapun sumber-sumber yang digunakan peneliti antara lain
yakni :

a. Data Primer

Abdurrahman Fathoni mengemukakan bahwa Data primer adalah
data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utama.*® Data
primer adalah masyarakat lembaga pemasyarakatan yang berkaitan
langsung dengan pokok kajian yaitu bagaimana pandangan hukum Islam
dalam menangani permasalahan membawa dan memanfaatkan alat
elektronik yang pada realisasinya sebenarnya dilarang oleh negara dan

dilarang oleh pihak lembaga pemasyarakatan, dalam penelitian ini penulis

%2 Abdurrahman Fathoni, Metode Penilitian dan teknik penyusunan skripsi, (Jakarta:
Rineka cipta, 2011), h. 38
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menggunakan penelitian lapangan di lembaga pemasyarakatan Way Huwi,

Bandar Lampung.
b. Data Sekunder

Data sekunder adalah berupa referensi-referensi yang secara tidak
langsung berkaitan dengan judul yang diambil peneliti,*® vyaitu dari
beberapa pendapat lisan, tulisan, tayangan televisi, maupun blog yang
didalamnya menyangkut mengenai membawa dan memanfaatkan alat

elektronik didalam lembaga pemasyarakatan.

Kedua sumber data tersebut dipergunakan untuk saling
melengkapi, yaitu data yang ada pada lapangan dan data yang ada pada
kepustakaan. Dengan menggunakan data primer dan sekunder tersebut
maka data yang tergabung tersebut dapat memberikan validitas yang dapat

dipertanggungjwabkan kebenarnya.

% 1bid, h, 6.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek sewa-menyewa yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan
dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, hanya beberapa pihak saja
yang terkadang mengetahui hal tersebut, bahkan narapidana yang
melakukan kegiatan tersebut kala itu terkadang harus memberi upah
kepada penjaga lembaga pemasyarakatan.

2. Pandangan hukum Islam terhadap membawa dan memanfaatkan alat
elektronik didalam lembaga pemasyarakatan ialah, Hukum pidana
Islam sebagai sebuah sistem hukum, mempunyai tiga aspek kajian
yakni tindak pidana (Rukn al-amali), pertanggungjawaban pidana
(Rukn al-madi), dan hukuman (Rukn al-syar i), dalam hukum Islam
tidak diperbolehkan memberikan kemerdekaan seseorang yang sedang
dalam hukuman termasuk membawa alat elektronik apalagi
menyewakanaya atau menjadikan  sebagai  transaksi  yang
menguntungkan, dengan alasan apapun, kecuali pemberian yang sudah
merupakan hak dan kewajibanya, seperti halnya makan, sholat dan
puasa. Narapidana harus menaati aturan-aturan yang telah dibuat oleh
pemerintah mengenai hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan.
Dalam Surat An-Nisa ayat 59 Allah SWT berfirman: “Hai orang-
orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil
amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
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(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik

akibatnya”.

B. Saran

Setelah peneliti mengkaji tentang larangan mekukan sewa
menyewa terhadap alat elektronik khusussnya handphone, yang
peraturanya sudah termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia

serta melakukan analisis maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM dan
petugas-petugas Lapas yang ada di Indonesia agar senantiasa berpegang
teguh terhadap aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Hukum dan
HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan di
Indonesia. Penulis juga menyarankan agar pemerintah lebih
memperhatikan sarana dan prasarana yang masih minim atau kurang
yang ada di Lapas maupun Rutan serta para narapidana dan petugas
yang kedapatan melakukan pelanggaran tersebut agar ditindak secara

tegas tanpa pandang bulu.

2. Bagi Narapidana agar menaati aturan yang sudah berlaku demi
menciptakan rasa keadilan sesama narapidana karena pada dasarnya
Lapas atau Rutan merupakan tempat mereka untuk memperbaiki diri
dan menebus kesalahan sehingga ketika mereka terjun kemasyarakat

nanti dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya.
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3. Dalam penelitian ini peneliti menyadari masih sangat banyak
kekurangan yang perlu disempurnakan, maka dari itu diharapkan
masukan agar dalam penulisan berikutnya, penulis dapat memperbaiki

penulisan ini sebagaimana mestinya.
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DAFTAR PERTANYAAN SEPUTAR JASA SEWA-MENYEWA
HANDPHONE DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

1. Pertanyaan pada pegawai

a.

Mengapa para napi masih banyak menggunakan jasa sewa-menyewa
handphone dilembaga pemasyarakatan
Berapa persenkan yang yang sudah paham menggunakan jasa sewa-

menyewa handphone?

2. Pertanyaan pada masyarakat pro dan kontra jasa sewa-menyewa

handphone dilembaga pemasyarakatan

a.

Bagaimana pendapat bapak mengenai pelaksanaan jasa sewa-
menyewa handphone?

Sudah berapa paham mengenai pelaksanaan jasa sewa-menyewa
handphone?

Mengapa belom memanfaatkan fasilitas yang ada dilembaga

pemasyarakatan?

. Apa yang membuat merasa tidak yakin dengan adanya fasilitas yang

ada dilembaga pemasyarakatan?
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sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wh.

Bandar Lampung, 26 November 2019

Tl

( Tukijan )



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan disbawah ini:

Nama : Royen
Umur : 49 Tahun
~ Pekerjaan : Satpam Lapas
Menerangkan bahwa
Nama : Selvi Melani
Npm : 1521030421
Fakultas/Jurusan - Syariah/muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Mahasiswa yang bersangkutan memang benar telah melakukan wawancara dalam
rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah, dengan judul skripsi Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Jasa Sewa Menyewa Handphone Di Lembaga Pemasyarakatan
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Bandar Lampung)

Demikianlah surat wawancara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat diergunakan
sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 26 November 2019

s

( Royen)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb
Yang bertanda tangan disbawah ini:

Nama : Muhammad Rizki

Umur : 28 Tahun

Pekerjaan : Karyawan

Menerangkan bahwa

Nama : Selvi Melani

Npm : 1521030421

Fakultas/Jurusan - Syariah/muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Mahasiswa yang bersangkutan memang benar telah melakukan wawancara dalam
rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah, dengan judul skripsi Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Jasa Sewa Menyewa Handphone Di Lembaga Pemasyarakatan
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Bandar Lampung)

Demikianlah surat wawancara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat diergunakan
sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wh.
Bandar Lampung, 26 November 2019

P

( Muhammad Rizki )



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb
Yang bertanda tangan disbawab ini:

Nama . Marwan Efendi

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan : Mantan Narapidana

Menerangkan bahwa

Nama : Selvi Melani

Npm 1 1521030421

Fakultas/Jurusan : Syariah/muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Mahasiswa yang bersangkutan memang benar telah melakukan wawancara dalam
rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah, dengan judul skripsi Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Jasa Sewa Menyewa Handphone Di Lembaga Pemasyarakatan
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Bandar Lampung)

Demikianlah surat wawancara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat diergunakan
sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wh.

Bandar Lampung, 26 November 2019

e

( Marwan Efendi )
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SURAT PERNYATAAN BEBAS CEK PLAGIAT/TURNITIN

r

Yang bertanda tangan dibawah mi -

Nama : Selvi Melani

Npm/Jurusan - 1521030421/ MUAMALAH

Judul Sknipsi : Jasa Sewa Menyewa Handphone di lembaga Pemasyarakatan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya telah cek tumnitin dan benar bebas dari plagiat, dengan
hasil (..,..%), sebagai salah satu syarat mendaftar munaqgasyah. Apabila pemyataan ini terbukti tidak benar
maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat pernyataan
ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana metinya.

Bandar Lampung, Desember 2019

Selvi Melani

1521030421



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Selvi Melani

NPM : 1521030421

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syarigh

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjanan Hukum islam Terhadap Jasa Sewa Menyvewa
Handphone Di Lembaga Pemasyarakatan™ adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun
sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dan karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan
disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam
karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pemnyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung. Desember 2019

penulis,

1521030421



KEMENTERIAN AGAMA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp ( 0721 ) 703260

Nama
NPM

+ Selvi Melani
: 1521030421

KARTU KONSULTAS!

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islain Terhadap Jasa Sewa Menyewa Handphone Di
Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Way
Huwi Bandar Lampung)

No

Tanggal Keterangan Paraf Pembimbing |
Konsultasi I 11
1 |9 Agustus 2019 Bimbimngan proposal &
Pembimbing II i
2 | 12 Agustus 2019 ACC Proposal Pembimbing 11 a
3 | 11 Jum 2020 Perbaikan penulisan footnote &
pada bab [ danl
4 | 14 Jum 2020 Perbaikan penulisan 1 .uran,
yang sudah ditetapkan
penulisan-penulisan da 'i&l
_ format BAB 11 ‘
5 | 18 Juni 2020 Perbaikan penulisan ablstrak
pada kesimpulan . A&. i
6 | 4 Oktober 2020 ACC Skripsi BAB [ sampai /c&h
dengan BAB V 4
7 1130l 2020 Rimhingan BAB I-V V
8 | 4 Agustus 2020 Perbaikan penulis pada BABI |/ ;/ -
danmBABT @2 0 losweliess
9 | 7 Agustus 2020 Perbaikan penulisan footnote
BAB II 4;/‘
| 10 | 14 Agustus 2020 Perbaikan Skripsi BAB Il dan | / f/k
11 |6 Oktober 2020 ACC Skripsi BAB I-V %?
[




Pe@bimhing {

NIP.1974081620033122004

Bandar Lampung, 15 September 2020

Pembimbing IT

~

Relit Nur Edi, S.Ag., M.H.1
NIP. 199107092018102002



- & KEMENTERIAN AGAMA
t.v’ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PADEN INTAN LAMPUNG
TN b
R,

FANUETAS SYART’AIT
1. Letkal H, Endio Suratmin Sukar ane 151341 Bandar Larmpung Telp. (0721) TROART !
Websie: wenw ra denincan.ic | dan waw fsh-iaicradenintan.com
S e —— i S —— e T
Nomor © B.1713/Un.16/D5/P".003,10/2019 Bandar Larmpung, 17 Oktober 2019
Sifat . Penting
Lampiran : 1 {5atu) Exemplar
Perihal ¢ Permohonan lzin Riset
Kepada Yth.

Wali Kotz Bandar Lampung
Cr. Kepala Badan Kesbang dan Politil: Daerah
Kota Bandar Lampuny

Assalamu’alaikum Wi, Wh.
Bersama ini dimohonkan kepada Wali Kota Bandar Lampung Cq. Kepala Badan Kesbang

dan Politik Daerah Kota Bandar Larpung kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada
mahasiswa kami;

Nama 1 Selvi Melanl
NPM ;1521020421
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan . Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Tinkauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sewa Menyewa Handphone
di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan
Way Huwi Bandar Lampung

Judul Penelitian

Lokas: Penelitian : 11, Raya Ryacudu Way Huwi Sukarame Bandar Lampung
Penanggung jawab : Dekan Faku'tas Syari ah UIN Raden Intan Lampung

Perly kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah
sebagai data dalam penulisan skrip:i vang bertingk 12

Demikian, atas perhatian dar, kerjasamanya diucapkan terima wasih.

Wassalamu'alaitum Wr. Wh.

Khairuddin T



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Susilo No. 02 Gedung Semergou Lantai 3 Teluk Betung Utara Telpon 0721- 266 925
' BANDAR LAMPUNG 35215
A S s e e s
SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI
MNomeor : 070/ fIV.05/2019

Mengingat : 1. Undang-Undang MNo. 18 tahun 2002 tentang Sistem qu;‘qﬂ Penelitian
Pengembangan dan Penerapan limu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang No. 9 tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang —
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Penelitian
dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Asing,Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
4. Peraturan Presiden No. 13 tahun 2015 tentang Kementrian Riset,Teknologi dan
Pendidikan Tinggi:
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 tahun 2011 tentang Pedoman
Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung MNo. 24 Tahun 2008 Tentang Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.
Membaca - Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan
Lampung Nomor: B.1713/Un.16/DS/PP.009/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019
Perihal Mohon Izin Riset.

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

NAMA/ NPM : SELVI MELANI/ 1521030421

Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung

Alamat :JI. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame | Bandar Lampung

Lokasi - JI. Raya Ryacudu Way Huwi Sukarame Bandar Lampung

Lamanya : 8 (Delapan) Bulan

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung

Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/karya ilmiah

Judul . “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA SEWA MENYEWA

HANDPHONE DILEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi dilembaga
Pemasyarakatan Way Huwi Bandar Lampung)”

Surat Izin ini berlaku sejak tanggal : 06 NOVEMBER 2019 S/D 06 AGUSTUS 2020

CATATAN : 1. Surat izin ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian/survey yang bersangkutan
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain di luar lzin yang diberikan dan
apabila terjadi penyimpangan lzin akan dicabut.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan
hasilnya secara tertulis kepada Walikota Bandar Lampung Cqg. Kepala Badan
—Lasalian Bannes dsn Politik Kota Bandar Lampung.

Dikeluarkan di: Bandar Lampung
November 2019

ABANDAR LAMPUNG



Z KEMENTERIAN AGAMA |

‘§.‘:':._%' UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

R mE Al ke
AR FAKULTAS SYARI’AH
Alamat : JI. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Telah berlangsung seminar proposal skripsi mahasiswa:

Wiitia . Selvi Melani W

NPM/Jurusan +1521030421'MU

Judul : Implementasi Fatwa DSN-MUI No.107/X/2016 tentang Pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan dalam Persepektif Hukum Islam (Studi di
Rumah Sakit Islam Asy-Syifa Yakum Jaya Lampung Tengah)

Pada :
Hari/Tanggal ~ : Rabu, 29 Mei 2019
Jam : Jam 09.00-11.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang I1] Fakultas Syari’ah (Jurusan)

Dengan susunan petugas seminar scbagai benkut:

PETUGAS NAMA TANDA TANGAN
Moderator Dr. Liky Faizal. S.Sos., M.H.
Notulen Fathul Mu’in.,S.H.I.M.H.I
Pembahas | Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. - [
Pembahas 11 Juhratul Khulwah, M.S.1. / % ;’ :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Moderator, Notulen,

Dr. Lik¥Faizal, §.Sos., M.H. Fathul Mu’in..S.H.L.M.H.L

NIP. 197611042005011004 - NIP. -
Catatan :

1. Berita acara harus asli sebanyak 6 (enam) rangkap, 1 (satu) lembar untuk mahasiswa yang
bersangkutan, dan 5 (lima) lembar discrahkan kepada jurusan/program studi:
2. Berita acara ini merupakan syarat pende ftaran munagasah.




KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

\tnm,) PUSAT PERPUSTAKAAN

JL.Letkol H, EndroSuratmin, Sukarame |, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) TROSET-T4531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor:: B- /-Un.16 / WR.1 /KT/ X1 / 2020

Assalamu’alaikum Wr.Wh.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH, MH
NIP :196201111994031001
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul:
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA SEWA MENYEWA HANDPHONE DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ( Studi Dilembaga Pemasyarakatan Way Huwi Bandar

Lampung))
Karya:
i NAMA NPM FAK/PRODI
SELVI MELANI 1521030421 SYARIAH/MUAMALAH

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 14 %. Dan
dinyatakan Iulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Whb.

Bandar Lampung, 11 November 2020
Kepala Pusat Perpustakaan

:-._"1 @Dr‘s ‘H M. *Naglanto, SH, MH
1952'&1 1994[]31[][!1

Ket:
1. Surat keterangan Cek Turnitin sah, dengan stempel asli Fusat Perpustakaan.
. 2. Surat keterangan ini dapat digunakan untuk Repository
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